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PB(: Instrumen Penting Wujudkan Keselamatan Umum Bangunan

SLEMAN (KR) -

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) meru-

pakan instrumen penting untuk mewujudkan public safety atau ke-
selamatan umum suatu bangunan. Sehingga penting untuk memas-
tikan tahapan telah sesuai prosedur yang benar. Seiring dinamika
ke depan perlu juga diperhatikan aspek sustainability bangunan
atau arsitektur berkelanjutan.

“Salah satu untuk public  kolaborasi yang baik antara
safety yaitu dengan PBG Pemerintah dengan pemo-
yang benar, public safety itu  hon. Kendala yang kerap di-
tidak ada toleransi,” ungkap hadapi di lapangan di an-
Ir Steffie Gumilar dari TPA  taranya Tim Penilai Ahli
Jakarta Utara saat menjadi  (TPA) yang berlebihan atau
pemateri Workshop dan bisa jadi lantaran konsultan

Short Course Penyusunan

tak profesional. Sehingga

PBG yang diselenggarakan perlu sosialisasi terkait
Himpunan Ahli Konstruksi penyusunan PBG yang
Indonesia (HAKI) Komda efektif.

DIY di Eastparc Hotel De- “Oleh karena itu perlu

pok Sleman, Selasa (10/12).
Menurutnya, dalam pe-
nyusunan PBG dibutuhkan

adanya suatu standar dan
pengetahuan. Salah satu-
nya dengan digelar work-

shop seperti ini, bagi para
pemohon disarankan untuk
bisa memilih konsultan
yang baik,” ujar Steffie.
Narasumber lain Umi
Akhsanti ST MT menje-
laskan, PBG merupakan
bagian perlindungan bagi
masyarakat, baik sebagai
pengguna bangunan atau
sebagai yang terdampar
atas keberadaan bangunan.
“Kesadaran masyarakat di
wilayah Kota Yogya untuk
melakukan  pengurusan
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Moch Arif Toto Rahardjo (kanan) bersama Ketua
HAKI Komda DIY Dr Ir Hery Kristiyanto ST MT
IPM, Kepala Dinas DPUPKP Yogya Umi Akhsanti
dan Neli Iswari mengunjungi salah satu stan pa-
meran.

PBG, sudah cukup tinggi,”
jelas Kepala Dinas Peker- ini.

jaan Umum Perumahan Ditambahkan, diiperlu-
dan Kawasan Pemukiman kan panduan pelaksanaan

(DPUPKP) Kota Yogyakarta

untuk mengoperasikan Sis-
tem Manajemen Bangunan
Gedung (SIMBG) agar pro-
ses penerbitan PBG dapat
berjalan dengan baik.
Sementara Ketua Pelak-
sana Kegiatan Ir Moch Arif
Toto Rahardjo didampingi
Neli Iswari selaku Mar-
keting Executive Komda
HAKI DIY menyebut, antu-
siasme masyarakat untuk
mendapatkan  informasi
dan pengetahuan teknis
terkait proses penyusunan
PBG secara benar, cukup
tinggi. Hal ini penting guna
memastikan kualitas dan
keselamatan  bangunan.
Antusiasme itu tampak da-
lam penyelenggaraan Work-
shop yang akan berlang-
sung hingga 12 Desember

nanti.

“Peserta per hari ini 170
orang. Target pesimis 150,
ternyata melebihi jadi 170
orang, di luar peserta dari
sponsor,” kata Toto.

Workshop juga diikuti
oleh sejumlah perusahaan
besar di industri konstruksi,
di antaranya PT Kuda-Ku-
da Total Prima (Giga Steel),
PT Garuda Yamato Steel,
PT Fumira, PT Horse Tek-
nology Indonesia, PT Aneka
Sakti Bhakti (ASABA), PT
Kencana Maju Bersama, PT
Hutama Karya (Persero),
PT Robertson Fastbuild
Indonesia, PT Nindya Kar-
ya, PT Bersama Bangun
Persada (Fisher), PT Su-
prajaya dan PT Wijaya
Karya Beton Thk. (Has)-f

SEPANJANG TAHUN 2024

Raperda Penanggulangan Stun-

laksanaan Anggaran Pendapa-

Bapemperda Selesaikan 14 ananga eraturan Daerah

Budi Sanyata SPd

SLEMAN (KR) - Badan
Pembentukan Peraturan Dae-
rah (Bapemperda) DPRD Ka-
bupaten Sleman telah menyele-
saikan 14 Rancangan Peratur-
an Daerah (Raperda) sepanjang
Tahun 2024. Dari 14 raperda,

ting serta Raperda Fasilitasi
Pencegahan dan Pemberanta-
san Penyalahgunaan Peredaran
Gelap Narkoba (P4 GN) dan Pre-
kusor Narkotika menjadi perha-
tian khusus DPRD Kabupaten
Sleman.

Ketua Bapemperda DPRD
Kabupaten Sleman Budi Sa-
nyata SPd mengatakan, dar 14
raperda yang dibahas Bapem-
perda DPRD Kabupaten Sle-
man, lima di antaranya meru-
pakan inisiatif dewan. Sedang-
kan lima lainnya usulan dari
bupati atau pemerintah daerah
selaku eksekutif.

“Sepuluh raperda tersebut
menjadi program pembentu-
kan peraturan daerah (propem-
perda) antara eksekutif dan
legislatif,” kata Budi.

Kemudian ada 3 raperda
yang juga tuntas pembahasan-
nya bersifat kumulatif terbuka.
Yakni Pertanggungjawaban Pe-

DAFTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2024
PRAKA|

No JUDUL RAPERDA mls;ﬁ,‘,\’
1 | Badan Keswadayaan Masyarakat DPRD
2 | Penanggulangan Stunting DPRD
3 | Pelindungan Pekerja Migran Indonesia DPRD
4 | Penyelenggaraan Metrologi Bupati
5 | Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Peredaran DPRD

Gelap Narkoba dan Prekusor Narkotika
6 | Pendidikan Karakter DPRD
7 | Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Sleman Bupati
8 | Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Syariah Sleman Bupati
9 | Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Perseroan Daerah Bank Bupati

Perekonomian Rakyat Bank Sleman
10| Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2022|  Bupati

tentang Penambahan Penyertaan Modal ke dalam Modal Perusahaan Umum

Daerah Air Minum Tirta Sembada

tan dan Belanja Daerah Tahun
2023, Perubahan Anggaran Pen-
dapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2024, serta Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Tahun 2025. Selain itu Ren-
cana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah (RPJPD) Ka-
bupaten Sleman.

“Meski raperda ini bukan
termasuk propemperda, pem-
bahasannya juga telah ram-
pung. Artinva, Bapemperda
tak lagi punya utang raperda
yvang harus dilanjutkan pemba-
hasannya pada 2025,” ucap po-
litisi dari PDI Perjuangan ini.

Menurutnya, dari seluruh
raperda yvang telah selesai di-
bahas hanya satu yang masih
dalam tahap fasilitasi guber-
nur. Yakni Raperda Badan Kes-
wadayaan Masyarakat (BKM).
Hal itu dikarenakan saat ini
masih menunggu surat penga-
khiran dari masing-masing
BEKM yang ada di seluruh Ka-
bupaten Sleman. "Raperda yang
lain semuanya sudah dalam
proses pengajuan nomor regis-
trasi ke gubernur," terangnya.

Dikatakan, 14 raperda yang
telah selesai dibahas semuanya
penting. Namun ada dua raper-
da yang mendapat perhatian
khusus dari DPRD Kabupaten
Sleman. Yakni Raperda Pena-
nggulangan Stunting serta Ra-
perda Fasilitasi Pencegahan
dan Pemberantasan Penyalah-
gunaan Peredaran Gelap Nar-
koba (P4GN) dan Prekusor
Narkotika.

Budi Sanyata saat memimpin rapat Bapemperda DPRD Kabupaten Sleman

“Terlebih keduanya meru-
pakan propemperda inisiatif
DPRD Kabupaten Sleman. Pe-
nanggulangan stunting adalah
program nasional sehingga
kami wajib mendukungnya,"
kata politikus dari Maguwo-
harjo Depok ini.

Dalam proses pembahasan-
nya, Panitia Khusus (Pansus)
Raperda Penanggulangan Stun-
ting dan tim dari eksekutif sem-
pat mempertimbangkan perlu
tidaknya pembentukan lemba-
ga baru khusus pencegahan
dan penanggulangan stunting.
Tujuannya mengejar target
dari pemerintah pusat yvang me-
noleransi angka stunting hing-
ga di bawah lima persen. Selain
itu, pansus menegaskan perlu-
nya muatan lokal yvang lebih di-

tekankan untuk mendukung
tercukupinya makanan bergizi
dan pola asuh anak.

“Dari dua penekanan terse-
but, fokus utamanya justru
pada pola asuh anak. Sebab,
kondisi lapangan menunjuk-
kan bahwa angka stunting ti-
dak berbanding lurus dengan
angka kemiskinan. Banyak
pula anak stunting berasal ke-
luarga menengah ke atas. Bah-
kan, anak stunting dari keluar-
ga miskin hanya delapan per-
sen,” paparnya.

Sedangkan mengenai Ra-
perda Fasilitasi PAGN dan Pre-
kusor Narkotika, lanjut Budi,
mendapat atensi karena ber-
kaitan dengan upaya pemerin-
tah menciptakan generasi emas
tahun berikutnya. "Penyalahgu-
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naan narkoba ini masalah kla-
sik. Sehingga harus dikawal
terus secara berkesinambung-
an dan melibatkan semua pi-
hak," tuturnya.

Budi menegaskan, pencega-
han penyalahgunaan narkoti-
ka, psikotropika, dan obat-oba
tan terlarang (narkoba) menjadi
tanggung jawab setiap warga
negara. Raperda PAGN dan Pre-
kusor Narkotika disusun dan di-
bahas untuk disahkan lebih un-
tuk mempertegas perbedaan
antara pengguna dan pengedar
narkoba.

“Hal itu demi memberikan
perlindungan hukum dan kea-
manan terhadap warga Kabu-
paten Sleman dari segala ben-
tuk tindak penyalahgunaan
narkoba,” pungkas Budi. (Sni)
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Suryana AMdKes

SLEMAN (KR) - Komisi C
DPRD Kabupaten Sleman
mendorong kepada eksekutif
untuk memprioritaskan pem-
bangunan infrastruktur. Sa-
lah satunya mewujudkan ja-
lan mulus dan jalan terang di
sepanjang Jalan Kabupaten
Sleman. Dengan infrastruktur
yang bagus, diharapkan eko-
nomi masyarakat akan
meningkat.

Anggota Komisi C DPRD
Kabupaten Sleman Suryana

DPRD KABUPATEN SLEMAN

SUARA WAKIL RAKYAT

AMdKes mengatakan, seka-
rang ini masih ada beberapa
ruas jalan di Kabupaten yang
rusak dan minim Penerangan
Jalan Umum (PJU). Bahkan
setiap turun ke lapangan,
keluhan jalan rusak dan mi-
nim penerangan sering menja-
di sorotan masyarakat.

“Setiap ada pertemuan de-
ngan masyarakat, keluhan
jalan berlubang dan jalan
yang gelap, sering disampai-
kan. Tentu ini akan menjadi
perhatian Komisi C DPRD
Kabupaten Sleman,” kata
Suryana.

Bahkan tak heran, warga
memasang tulisan maupun
menanam pisang di jalan yang
rusak. Hal itu sebagai bentuk
protes atau sindirian kepada
pemerintah daerah terhadap
kondisi jalan di Kabupaten
Sleman. “Masyarakat mela-
kukan aksi itu sebagai bentuk
protes kepada pemerintah.
Bahwa jalan yang rusak tak
kunjung diperbaiki,” kata poli-
tisi dari Mlati ini.

Dengan kondisi jalan yang

KOMISI C DPRD KABUPATEN SLEMAN

2025, Jalan Mulus dan Jalan Terang

rusak itu cukup memba-
hayakan bagi pengguna jalan
karena rawan terjadi kece-
lakaan. Kemudian jalan yang
gelap juga rawan terjadi aksi
kejahatan seperti jambret
maupun klithih. “Sudah ba-
nyak buktinya, jalan yang
rusak atau berlubang sangat
rawan kecelakaan lalu lintas.
Apalagi di jalan tersebut mi-
nim penerangan. Selain ra-
wan kecelakaan, jalan yang
gelap juga sering terjadi aksi
kejahatan,” kata anggota le-
gislatif dari Fraksi Golkar.
Untuk itu, Suryana men-
dorong kepada eksekutif su-
paya memprioritaskan pemba-
ngunan infrastruktur. Uta-
manya perbaikan jalan yang
rusak atau berlubang, serta
memperbanyak penerangan
jalan. “Kami minta Tahun
2025, jalan mulus dan jalan te-
rang. Artinya sudah tidak ada
jalan yang berlubang dan ge-
lap,” tegas pria yang juga ber-
profesi sebagai bong supit ini.
Suryana berharap, jika
jalan rusak yang menjadi do-

HOTA MARIUN
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Komisi C saat melakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Madiun.

main pemerintah daerah
(jalan kabupaten) harus su-
dah dipetakan sejak sekarang.
Namun jika bukan kewenan-
gan Pemkab Sleman, harus
segera dikoordinasikan de-
ngan pemerintah pusat, pro-
vinsi maupun kalurahan.
“Jika bukan menjadi kewe-
nangannya, pemerintah kabu-

paten tinggal berkoordinasi
dengan pemangku kepenting-
an masing-masing. Misalnya
pemerintah pusat, provinsi,
maupun kalurahan,” pin-
tanya.

Dengan kondisi jalan yang
mulus dan terang, diharapkan
dapat memperlancar pereko-
nomian daerah. Selain itu juga

mendukung kemajuan sektor
pariwisata di Kabupaten Sle-
man. “Jalan yang mulus dan
terang, tentu akan memper-
lancar aksesibilitas dan aktivi-
tas masyarakat. Jika sektor
ekonomi meningkat, diharap-
kan nantinya dapat mening-
katkan kesejahteraan masya-
rakat,” pungkasnya.  (Sni)-f




